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Abstrak: Untuk mendukung pembangunan ekonomi, Kementerian Pendidikan Nasional membuat 
kebijakan yang signifikan tentang proporsi jumlah siswa SMA dan SMK dari 57,85%:42,15% pada tahun 
2007 dan menjadi 30%:70% pada tahun 2014. Kebijakan tersebut diharapkan mendukung pertumbuhan 
ekonomi dan mengurangi pengangguran. Kebijakan tersebut hanya didasarkan atas asumsi dan bukan 
data. Tujuan penelitian ini untuk: (1) menemukan proporsi jumlah siswa SMA dibanding siswa SMK 
tahun 2007 dan tahun 2014; (2) menemukan besarnya dukungan perbanyakan jumlah siswa SMK terhadap 
pertumbuhan ekonomi; (3) menemukan kontribusi ekspansi jumlah siswa SMK terhadap pengurangan 
pengangguran; (4) menyusun konsep proporsi jumlah siswa SMA dan SMK yang selaras dengan 
kebutuhan pembangunan ekonomi. Metode penelitian yang digunakan adalah diskriptif kuantitatif. Hasil 
penelitian ditemukan bahwa: (1) proporsi jumlah siswa SMA:SMK pada tahun 2014 adalah 51%:49%; 
(2) peningkatan jumlah siswa SMK tidak mendukung pertumbuhan ekonomi; (3) peningkatan jumlah 
siswa SMK menyebabkan tingkat pengangguran lulusan SMK makin tinggi; dan (4) idealnya, proporsi 
jumlah siswa SMA dan SMK didasarkan atas kebutuhan tenaga kerja. 
Kata kunci: proporsi, konstribusi, pertumbuhan ekonomi, dan pengagguran
THE CONTRIBUTION OF POLICY OF INCREASING THE NUMBER 
OF VOCATIONAL STUDENTS TO ECONOMIC DEVELOPMENT IN INDONESIA
Abstract: To support economic development, The National Education Ministry made significant policy 
regarding the ratio of general secondary school students to vocational secondary school students from 
57.85%:42.15% in 2007 to 30%:70% by 2014, supposedly. It is expected that the policy can support 
economic growth dan reduce unemployment. This policy change was decided based on assumption only 
and not based on accurate labor information. The objectives of this study were to find out: (1) proportion 
of general and vocational school students in 2007 and 2014; (2) the support to economic development 
from increasing the number of vocational secondary school students in 2007 and 2014; (3) to find out the 
contribution of increasing the number of vocational school students to unemployment reduction; and (4) 
the concept of link & match between vocational school and the world of work in terms of quantity.The 
research method used to achieve the objectives of research was descriptive quantitative. The research 
found that: (1) the ratio of general and vocational secondary school students was 51%:49% in 2014; 
(2) increasing the number of vocational school students did not support economic growth; (3) increasing 
the number of vocational school students increased unemployment of vocational school graduates; and 
(4) ideally, proportion of general and vocational students must be based on the needs of labor.
Keywords: proportion, contribution, economic growth, and unemployment
PENDAHULUAN
Dalam urusan politik dan ekonomi pendi-
dikan, Indonesia belum memiliki arah yang jelas. 
Ke manakah arah politik pendidikan Indonesia? 
Semestinya, arah politik pendidikan Indonesia 
adalah menuju jati diri pendidikan yang meng-
indonesia, yaitu: (1) berbasis pada karakteristik, 
potensi dan kebutuhan Indonesia; (2) berdasar-
kan Pancasila, berpijak pada pilar-pilar UUD 
1945, NKRI, dan bhinneka tunggal ika, dan (3) 
berjati diri budaya Indonesia. Demikian juga, ke 
manakah arah ekonomi pendidikan Indonesia? 
Lebih rincinya, jenis satuan pendidikan manakah 
yang paling baik, menyiapkan peserta didik yang 
mana, untuk jenis pekerjaan apa, dan dengan 
kondisi yang seperti apa?
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Pada tahun 2007, Kementerian Pendidikan 
Nasional membuat keputusan yang sangat sig-
nifikan dalam pendidikan menengah. Dikatakan 
sangat signifikan karena pada tahun tersebut 
dibuat keputusan besar (big bang policy deci-
sion), yaitu pembalikan proporsi jumlah siswa 
SMK:SMA dari 42,15%:57,85% pada tahun 2007 
dan diharapkan menjadi 70%:30% pada tahun 
2014. Kebijakan tersebut kemudian diperkuat 
melalui penerbitan Peraturan Menteri Pendidikan 
Nasional Nomor 44 Tahun 2010 tentang Rencana 
Strategis Kementerian Pendidikan Nasional, yang 
kemudian dirinci dalam Rencana Strategis Pen-
didikan Menengah Kejuruan untuk periode tahun 
2010-2014, dan diluweskan proporsinya sesuai 
kespesifikan/konteks daerah melalui Permendik-
bud Nomor 80 Tahun 2013 tentang Pendidikan 
Menengah Universal. 
Untuk mewujudkan kebijakan tersebut, se-
tiap kebupaten/kota mendirikan SMK baru sesuai 
arahan dan bantuan Menteri Pendidikan Nasional 
c.q. Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah 
Kejuruan (Direktorat Pembinaan SMK). Ber-
dasarkan Memorandum of Understanding (MOU) 
disepakati bersama antara Direktorat Pembinaan 
SMK dan Pemerintah Kabupaten/Kota, keduanya 
memiliki kewajiban dan tanggung jawab sebagai 
berikut. Direktorat Pembinaan SMK membuat-
kan gedung baru dan pemerintah kabupaten/kota 
menyediakan lahan, guru dan peralatan/fasilitas 
pembelajaran. Untuk mendukung ketercapaian 
proporsi 30% siswa SMA dan 70% siswa SMK 
pada tahun 2014, Direktorat Pembinaan SMK 
melakukan pemasaran secara besar-besaran me-
lalui iklan diberbagai media cetak dan elektronik 
(surat kabar, majalah, radio, televisi, dan seba-
gainya). 
Permasalahannya adalah: tepatkah kebi-
jakan tersebut untuk mendukung pembangunan 
ekonomi Indonesia, khususnya untuk mendukung 
pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengang-
guran lulusan SMK? Lebih rincinya, empat per-
tanyaan berikut harus dijawab melalui penelitian 
ini, yaitu: (1) Berapakah proporsi jumlah siswa 
SMK dibanding siswa SMA pada tahun 2007 
dan tahun 2014?; (2) Seberapa besar kontribusi 
ekspansi jumlah siswa SMK terhadap pertumbuh-
an ekonomi?; (3) Seberapa besar kontribusi eks-
pansi jumlah siswa SMK terhadap pengurangan 
pengangguran lulusan SMK?; dan (4) Berapakah 
idealnya proporsi jumlah siswa SMA:SMK agar 
mendukung pembangunan ekonomi Indonesia? 
Penelitian ini penting dilakukan untuk menjawab 
empat pertanyaan penelitian tersebut agar penam-
bahan jumlah siswa SMK dimasa depan selaras 
dengan kebutuhan dunia kerja.
Semua negara mengakui bahwa kemajuan 
berkelanjutan ditentukan oleh modal-modal 
yang dimilikinya, yaitu manusia (human), alam 
(natural/material), budaya (cultural), sosial 
(social), ideologi (ideological), uang (financial), 
dan  teknologi/man-made capitals (Slamet PH, 
2013). Dari semua itu, manusialah yang paling 
menentukan kemajuan berkelanjutan suatu negara 
karena manusialah satu-satunya sumber daya aktif 
dan sumber-sumber daya lainnya pasif (peralatan, 
perlengkapan, perbekalan, uang, bahan, dan in-
formasi). Hanya manusia pulalah yang memiliki 
banyak wawasan untuk maju, yaitu wawasan reli-
gis, sistemis, filosofis, etis/moralis, estetis, teoris, 
metodologis, yuridis, sebab-akibat, dan mondial. 
Manusia pulalah satu-satunya yang memiliki 
hasrat (keinginan), harkat (kemampuan kodrati 
cipta, rasa, dan karsa) untuk maju, dan martabat 
(kedudukan luhur manusia diatas makhluk-
makhluk Tuhan lainnya di dunia). Dari ini semua 
dapat dipetik pelajaran bahwa tinggi rendahnya 
kualitas warga bangsa suatu negara menjadi ba-
rometer bagi kemajuan/perkembangannya .
Pendidikan kejuruan (SMK) diharapkan 
berperan penting dalam pengembangan manu-
sia seutuhnya dan pembangunan masyarakat 
Indonesia seluruhnya. Slamet PH (2011, 2013) 
menegaskan bahwa pengembangan manusia 
seutuhnya mencakup kualitas dasar (daya pikir, 
daya hati, daya pisik), kualitas instrumental (ilmu, 
teknologi, seni, dan olah raga selaras dengan 
karakteristik dan kebutuhan Indonesia), kualitas 
ke-Indonesia-an, dan kualitas global (lihat Gam-
bar 1). Catatan: istilah pendidikan kejuruan dan 
sekolah menengah kejuruan/SMK digunakan 
secara silih berganti).
Kajian teori dan hasil-hasil penelitian ten-
tang kontribusi pendidikan terhadap pembangunan 
ekonomi telah banyak dilakukan sejak tahun 1960 
an yang intinya bahwa investasi di bidang pendidi-
kan berkontribusi lebih besar dalam pembangunan 
ekonomi daripada investasi di bidang-bidang 
lainnya (Becker 1964; Psacharopoulous, 1987, 
1997). Hasil-hasil penelitian selama ini juga men-
gukuhkan klaim tersebut. Misalnya, Boediono dan 
McMahon (2001) menyimpulkan bahwa investasi 
di bidang pendidikan berkontribusi besar terhadap 
pembangunan ekonomi di Indonesia. Direktorat 
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dan ADB (2008) melakukan kajian strategi eks-
pansi SMK yang menyimpulkan bahwa “Agar 
ekspansi  SMK relevan dengan kebutuhan DUDI 
dan wilayah terkait, maka penambahan siswa dan 
SMK adalah yang mengedepankan bidang-bidang 
keahlian yang memiliki daya serap tinggi.”
Agar pendidikan kejuruan mampu me-
nyelaraskan diri dengan kebutuhan dunia kerja/
masyarakat, King & Palmer (2010) berpendapat 
bahwa abad ke-21 memerlukan reformasi fungsi 
pendidikan kejuruan. Untuk Indonesia, pendapat 
mereka bukanlah hal baru karena pada tahun 1998 
Direktorat Pembinaan SMK telah melakukan 
reformasi dengan konsepnya yang disebut Skills 
Toward 2020 yang intinya bahwa SMK harus ber-
basis demand driven (berbasis kebutuhan dunia 
kerja dengan segala variasi jenis-jenisnya). Skills 
Toward 2020 juga sangat selaras dengan saran 
UNESCO (1984) bahwa pendidikan kejuruan 
agar menata ulang organisasi dan koordinasinya 
dengan dunia kerja. 
Persediaan (supply) tenaga kerja di Indo-
nesia dilakukan melalui jalur-jalur pendidikan, 
pelatihan, dan pengembangan di tempat kerja. 
Jalur pendidikan ditempuh melalui pendidikan 
formal (SD, SMP, SMA, SMK, PT), nonformal 
dan informal (pendidikan anak usia dini, penitipan 
anak, kelompok bermain, taman kanak-kanak, 
pendidikan masyarakat). Jalur pelatihan ditempuh 
melalui balai pelatihan kerja, kursus-kursus kete-
rampilan kejuruan, dan pelatihan oleh lembaga-
lembaga pelatihan selain kedua tersebut. Jalur 
pengembangan di tempat kerja ditempuh melalui 
pemagangan/pelatihan di tempat kerja.
Meskipun tidak  tersedia data lengkap dan 
akurat, penyediaan tenaga kerja di Indonesia cen-
derung monoton dan terkanalisasi pada bidang-
bidang tertentu. Kelompok-kelompok bidang 
studi yang dikembangkan di pendidikan kejuruan 
kurang menyesuaikan dengan tuntutan dunia 
kerja yang cepat berubah dan sangat beragam. 
Akibatnya, terjadi oversupply pada bidang-bidang 
pekerjaan tertentu dan undersupply pada bidang-
bidang pekerjaan tertentu lainnya. 
Tingkat pengangguran disebabkan oleh 
banyak faktor, antara lain pertumbuhan ekonomi 
yang rendah, jenis investasi yang padat modal, 
kebijakan fiskal (jenis belanja dan besar kecil-
nya pajak), mutu/kualitas pencari kerja rendah, 
informasi pasar kerja yang kurang akurat atau 
bahkan belum ada, kebijakan moneter, lemahnya 
jiwa kewirausahaan para pencari kerja, dan kultur 
lulusan yang selalu ingin menjadi pekerja dan 
bukannya ingin menjadi orang yang mempeker-
jakan pekerja alias wirausahawan/pengusaha. 
Pengangguran lulusan SMK dapat diperkecil jika 
keselarasannya dengan kebutuhan dunia kerja 
makin tinggi dalam dimensi-dimensi jumlah/
kuantitas, kualitas, lokasi, dan waktu (Slamet 
PH, 2011).
Permintaan (demand) tenaga kerja berasal 
dari dunia kerja yang dimensi-dimensinya diukur 
dengan kuantitas, kualitas, lokasi, dan waktu. 
Kuantitas menyangkut jumlah tenaga kerja yang 
dibutuhkan, kualitas menyangkut kualifikasi dan 
kompetensi yang dibutuhkan oleh dunia kerja, 
lokasi merujuk kepada tempat dimana pekerjaan 
dibutuhkan, dan waktu merujuk kepada kapan 
tenaga kerja dibutuhkan (tahun depan, dua tahun 
ke depan, lima tahun ke depan, dan seterusnya). 
Konstribusi Kebijakan Peningkatan Jumlah Siswa SMK terhadap Pembangunan Ekonomi Indonesia
Gambar 1. Dimensi Pengembangan Kualitas Manusia
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Permintaan tenaga kerja dapat dikategorikan 
menjadi: sektor formal dan sektor informal; sek-
tor publik dan swasta; sektor profit dan nonprofit; 
dan sektor primer, sektor sekunder, sektor tersier 
serta sektor kuarter. Usaha-usaha profit meliputi 
misalnya industri, bank, hotel, restoran, dan trans-
portasi. Secara umum, pertumbuhan lapangan 
kerja untuk masing-masing sektor mengalami 
perlambatan. 
Usaha-usaha nonprofit meliputi misalnya 
yayasan, pendidikan, pelatihan, dan rumah sakit. 
Sektor primer meliputi misalnya pertanian, peter-
nakan, kelautan, perikanan, dan kehutanan. Sektor 
sekunder umumnya meliputi industri manufaktur, 
misalnya industri mobil, perusahaan sepatu, dan 
perusahaan televisi. Sektor tersier (jasa langsung) 
misalnya bank, transportasi, perhotelan, pendidik-
an, dan pelatihan. Sedang sektor kuarter adalah 
jasa tidak langsung, misalnya konsultan, dewan 
pertimbangan, komisaris, dan penasehat. 
Masih banyaknya penganggur menunjuk-
kan bahwa tingkat keselarasan penyelenggaraan 
pendidikan kejuruan dengan kebutuhan dunia 
kerja masih rendah dan karenanya diperlukan upa-
ya-upaya penyelarasan yang mampu mendekatkan 
pendidikan kejuruan dengan kebutuhan dunia 
kerja, misalnya dengan pertumbuhan ekonomi, 
pertumbuhan kesempatan kerja, dan elastisitas 
kesempatan kerja. 
Intinya, penyelenggaraan pendidikan keju-
ruan harus selaras dengan kebutuhan dunia kerja 
dalam dimensi kuantitas, kualitas, lokasi, dan 
waktu yang diupayakan melalui berbagai cara 
dimana pengembangan SMK Rujukan merupakan 
salah satunya (lihat tiga belas fungsi majemuk 
SMK oleh Slamet PH, 2013).
Pendidikan kejuruan itu utamanya adalah 
pendidikan ekonomi sehingga tiga pertanyaan 
berikut harus dijawab dengan tepat, yaitu what to 
produce, how to produce, and for whom. Oleh ka-
rena itu, SMK harus propenciptaan lapangan 
kerja, prokegiatan ekonomi, propertumbuhan 
ekonomi, propengurangan pengangguran, prope-
merataan ekonomi, dan prokesejahteraan (projob, 
proactivity, progrowth,  prodistribution, dan pro-
prosperity). Diharapkan pula bahwa penambahan 
jumlah siswa SMK mampu memberi kontribusi 
yang signifikan terhadap peningkatan PDB, per-
tumbuhan ekonomi, pertumbuhan penciptaan 
lapangan kerja, pengurangan angka penganggur-
an, dan pengurangan angka kemiskinan. 
Akhir-akhir ini, melalui Instruksi Presiden 
Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang 
Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan dalam 
Rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing 
Sumber Daya Manusia Indonesia, diinstruksikan 
agar para kabinet kerja, badan nasional sertifikasi 
profesi, dan para gubernur, melakukan langkah-
langkah merevitalisasi SMK, menyusun peta 
kebutuhan tenaga kerja bagi lulusan SMK, dan 
diinstruksikan bahwa semua pemangku kepen-
tingan SMK merevitalisasi dirinya agar tugas dan 
fungsinya mendukung pengembangan SMK.
Agar lulusan SMK lebih kuat dalam 
mendukung pembangunan ekonomi, rencana 
pengembangan SMK ke depan harus benar-benar 
didasarkan atas manpower planning approach, 
bukan social demand planning approach. Da-
lam manpower planning approach, tahap-tahap 
pengembangan perencanaan SMK yang harus 
ditempuh adalah sebagai berikut: (1) menghitung 
persediaan tenaga kerja, (2) menghitung permin-
taan tenaga kerja, (3) mencari kesenjangan antara 
persediaan dan permintaan tenaga kerja, dan (4) 
menyusun program berdasarkan hasil nomor 3. 
METODE 
Metode penelitian yang digunakan untuk 
menjawab pertanyaan penelitian nomor 1, 2, 
3, dan 4 adalah metode diskriptif kuantitatif. 
Metode diskriptif kuantitatif digunakan untuk 
menghimpun, menabulasi, dan meringkas data-
data kuantitatif yang dikumpulkan dari Direktorat 
Pembinaan SMK, data-data sekunder pembangu-
nan ekonomi yang dikumpulkan dari BPS yaitu 
pertumbuhan ekonomi dan angka pengangguran 
lulusan SD, SMP, SMA, dan SMK. Rancangan 
penelitian diwujudkan dalam bentuk langkah-
langkah berikut: persiapan, penyusunan instru-
men, pengumpulan data, analisis data sekunder, 
dan penyusunan laporan. Populasi penelitian ini 
adalah seluruh SMK yang tersebar di seluruh 
provinsi di Indonesia. Untuk mencari kontribusi 
SMK terhadap pertumbuhan ekonomi dan pengu-
rangan angka pengangguran SMK, data sekunder 
digunakan yang diambil dari BPS dan Direktorat 
Pembinaan SMK. Untuk menjawab pertanyaan 
penelitian nomor 1, 2, 3, dan 4 digunakan analisis 
data deskriptif kuantitatif.
Untuk menjawab pertanyaan penelitian 
nomor 1, data jumlah siswa SMK dan SMA 
dikumpulkan dari Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan cq. Direktorat Pembinaan SMK 
(Tabel 1) dan Direktorat Pembinaan SMA 
(Tabel 2), kemudian dianalisis yang hasilnya 
berupa proporsi jumlah siswa SMK dibanding 
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jumlah siswa SMA (Tabel 3). Untuk menjawab 
pertanyaan penelitian nomor 2, yaitu kontribusi 
ekspansi jumlah siswa SMK terhadap pertumbuh-
an ekonomi, datanya dikumpulkan dari BPS. 
Untuk menjawab pertanyaan penelitian nomor 
3, yaitu kontribusi ekspansi jumlah siswa SMK 
terhadap pengurangan pengangguran lulusan SD, 
SMP, SMA, dan SMK, datanya diambil dari BPS. 
Untuk menjawab pertanyaan penelitian nomor 
4, yaitu proporsi jumlah siswa SMK:SMA yang 
Konstribusi Kebijakan Peningkatan Jumlah Siswa SMK terhadap Pembangunan Ekonomi Indonesia
Tabel 1. Jumlah Siswa SMK 2012-2014
Sumber: Kemendikbud, 2015
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selaras dengan kebutuhan pembangunan ekonomi 
Indonesia, khususnya untuk mendukung pertum-
buhan ekonomi dan pengurangan pengangguran, 
datanya diambil dari Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan dan Badan Pusat Statistik. Semua 
data yang dikumpulkan adalah data sekunder yang 
berasal dari sumber data yang telah disebut. 
Tabel 2. Jumlah Siswa SMA 2012-2014
Sumber: Kemendikbud, 2015
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil
Hasil penelitian diurutkan berdasarkan 
pertanyaan penelitian nomor 1, 2, 3, dan 4 yang 
harus dijawab. 
Proporsi Jumlah Siswa SMK dibanding Siswa 
SMA 
Tabel 1 berikut adalah data jumlah siswa 
SMK untuk tahun 2012, 2013, dan 2014.
Konstribusi Kebijakan Peningkatan Jumlah Siswa SMK terhadap Pembangunan Ekonomi Indonesia
Tabel 3. Proporsi Jumlah Siswa SMK:SMA untuk Tahun 2012- 2014
Sumber: Diolah dari Data Kemendikbud, 2015
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Berdasarkan perhitungan dari Tabel 1 dan 
Tabel 2 ditemukan bahwa secara nasional (agre-
gat) proporsi jumlah siswa SMK:SMA pada ta-
hun 2014 adalah 1:1,022 (49%:51%), dan secara 
disagregat (setiap provinsi) dapat dilihat pada 
Tabel 3. Dibanding data proporsi jumlah siswa 
SMK:SMA pada tahun 2007 yaitu 42,15% : 
57,85%, maka dapat disimpulkan bahwa kenaikan 
jumlah siswa SMK sangat signifikan. 
Kontribusi Ekspansi Jumlah Siswa SMK ter-
hadap Pertumbuhan Ekonomi
Angka pertumbuhan ekonomi dipengaruhi 
oleh banyak faktor, misalnya investasi, konsumsi, 
dan kualitas tenaga kerja. Yang terakhir ini jarang 
diperhitungkan, padahal semuanya tahu bahwa 
tenaga kerja merupakan satu-satunya sumber 
daya aktif. Oleh karena itu, seberapa besar kon-
tribusi ekspansi jumlah siswa SMK terhadap 
pertumbuhan ekonomi nasional (agregat) dan 
setiap propinsi (disagregat) harus diperhitung-
kan, tetapi sangat rumit perhitungannya dan 
belum dianalisis dalam penelitian ini. Namun, 
kontribusi ekspansi jumlah siswa SMK terhadap 
angka pertumbuhan ekonomi, setidaknya dapat 
dibaca dari sinyal-sinyal awal dari hubungan 
antara pertambahan jumlah siswa SMK dan angka 
pertumbuhan ekonomi. 
Berdasarkan data jumlah siswa SMK 
pada tahun 2007 dan tahun 2014, terbaca 
bahwa pertumbuhan jumlah siswa SMK sangat 
signifikan yaitu dari 42,15% pada tahun 2007 
menjadi 57,85% pada tahun 2014. Sementara 
itu, pertumbuhan ekonomi sebesar 6,35% pada 
tahun 2007 dan 5,06% pada tahun 2014. Pening-
katan jumlah siswa SMK tidak sejalan dengan 
peningkatan angka pertumbuhan ekonomi yang 
hanya 5,06% dan bahkan sebaliknya. Ini berarti 
bahwa penambahan jumlah siswa SMK tidak 
mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. 
Simplikasi ini memang terlalu menyederhanakan 
banyaknya variabel yang berpengaruh terhadap 
angka pertumbuhan ekonomi, tetapi temuan awal 
yang bersifat eksploratif ini dapat ditindaklanjuti 
melalui eksplanasi yang dilakukan melalui anali-
sis structural equation modeling (SEM).
Kontribusi Ekspansi Jumlah Siswa SMK ter-
hadap Pengurangan Pengangguran
Tingkat pengangguran disebabkan oleh 
banyak faktor, antara lain pertumbuhan ekonomi, 
jenis investasi (padat karya/modal), kebijakan 
fiskal (jenis belanja dan besar kecilnya pajak), 
mutu/kualitas pencari kerja, kejelasan informasi 
pasar kerja, kebijakan moneter, tinggi rendahnya 
jiwa kewirausahaan para pencari kerja, dan kultur 
lulusan (banyak yang ingin menjadi pekerja dan 
bukannya ingin menjadi orang yang mempeker-
jakan pekerja alias wirausahawan/pengusaha). 
Oleh karena itu, penambahan jumlah siswa SMK 
bukanlah satu-satunya variabel yang berpengaruh 
terhadap tingkat pengangguran.
Data tingkat pengangguran pada Tabel 4 
berikut menunjukkan bahwa tingkat pengang-
guran lulusan SMK makin banyak dengan 
bertambahnya jumlah siswa SMK. Ini memberi 
sinyal bahwa penambahan jumlah siswa SMK 
malah meningkatkan pengangguran lulusannya. 
Kontribusi ekspansi jumlah siswa SMK terhadap 
pengurangan pengangguran tidak berkorelasi 
positif. Tingkat pengangguran lulusan SMK justru 
bertambah dengan bertambahnya persentase jum-
lah siswa SMK. Ini jelas tidak efisien karena SMK 
memiliki tugas dan fungsi pokok menyiapkan 
lulusannya untuk bekerja dan biaya penyeleng-
garaanyapun jauh lebih mahal dari pada SMA. 
Oleh karena itu, untuk sementara waktu, ekspansi 
jumlah siswa SMK harus dihentikan.
Tabel 4. Tingkat Pengangguran Berdasarkan Tingkat Pendidikan 2012-2015
Sumber: bps.go.id, diakses 15 April 2016
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Proporsi Ideal Jumlah Siswa SMK:SMA 
untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi 
Indonesia
Penelitian ini belum bisa menjawab per-
tanyaan penelitian nomor 4, yaitu berapa proporsi 
ideal jumlah siswa SMK:SMA untuk mendukung 
pembangunan ekonomi Indonesia. Tetapi, temuan 
penelitian ini sudah memberi sinyal bahwa makin 
diperbanyak siswa SMK, makin besar pula ting-
kat pengangguran lulusannya. Untuk menjawab 
pertanyaan penelitian tersebut, pada tahun 2017 
akan dilakukan penelitian lanjutan atas bantuan 
dana dari IDB Project. 
Sebagai rancangan tahun 2017, untuk me-
nentukan proporsi ideal jumlah siswa SMK:SMA 
agar mendukung pembangunan ekonomi Indone-
sia, akan diteliti tentang data-data persediaan dan 
permintaan tenaga kerja secara nasional (agregat) 
dan per propinsi (disagregat), sistem informasi 
pasar kerja yang mutakhir, akurat, dan keberlan-
jutan, yang mencakup informasi persediaan dan 
permintaan tenaga kerja secara nasional dan per 
propinsi. Dari hasil pengumpulan data tersebut, 
nantinya juga akan dikembangkan SMK Rujukan 
yang mampu mendukung pembangunan ekonomi 
Indonesia. Penelitian yang akan dilakukan pada 
tahun 2017 menggunakan data kuantitatif dan 
kualitatif.
Pembahasan
Pembahasan hasil penelitian berikut ber-
dasarkan temuan penelitian yang diurutkan se-
bagai berikut. Pertama, terkait dengan hasil 
penelitian nomor 1 yaitu proporsi jumlah siswa 
SMK dibanding siswa SMA, ditemukan bahwa 
kenaikan jumlah siswa SMK sangat signifikan. 
Mengingat esensi pendidikan kejuruan adalah 
keselarasannya dengan dunia kerja (Slamet PH, 
2011; 2013; 2014; dan 2015), maka penambahan 
jumlah siswa SMK harus dikendalikan agar se-
laras dengan kebutuhan dunia kerja. Keselarasan 
antara persediaan dan permintaan tenaga kerja 
harus equilibrium agar efisiensi pendidikan dapat 
dijaga.
Kedua, temuan penelitian nomor 2 disim-
pulkan bahwa peningkatan jumlah siswa SMK 
tidak mendukung peningkatan angka pertumbu-
han ekonomi dan bahkan sebaliknya. Hasil pene-
litian ini sesuai dengan hasil penelitian Boediono 
& McMahon (2001) yang menyimpulkan bahwa 
investasi di SMK tidak lebih efisien daripada in-
vestasi di SD, SMP, SMA, dan PT karena nilai ba-
liknya (rate of return) nya paling rendah. Temuan 
penelitian ini juga bertolak belakang dengan 
human capital theory yang dikembangkan oleh 
Becker (1964) karena penambahan jumlah siswa 
SMK ternyata tidak mendukung pertumbuhan 
ekonomi, padahal SMK seharusnya merupakan 
investasi pembangunan ekonomi. 
Ketiga, ekspansi kuantitas/jumlah siswa 
SMK tidak berkontribusi terhadap pengurangan 
pengangguran, bahkan sebaliknya. Makin banyak 
jumlah siswa SMK, makin banyak pula pengang-
guran yang berasal dari lulusan SMK. Padahal, 
pada tahun 2010, Kementerian Pendidikan Na-
sional bekerja sama dengan Kementerian Tenaga 
Kerja dan Transmigrasi menerbitkan Kerangka 
Kerja Penyelarasan Pendidikan dengan Dunia 
Kerja sebagai pedoman pengembangan SMK. 
Dalam praksisnya, kerangka kerja tersebut tidak 
dilaksanakan secara konsisten.
Keempat, proporsi ideal jumlah siswa 
SMK:SMA untuk mendukung pembangunan 
ekonomi Indonesia baru akan dilaksanakan pada 
tahun 2017. Selain itu, secara kualitatif, konsep 
SMK Rujukan juga akan diteliti dan dikembang-
kan pada tahun 2017. Oleh karena itu, konsep 
proporsi ideal jumlah siswa SMK:SMA dan 
pengembangan SMK Rujukan harus mengacu 
pada konsep keselarasan (link & match) antara 
dunia pendidikan kejuruan (SMK) dan dunia 
kerja, baik secara kuantitatif, kualitatif, lokasi, 
maupun waktu, dan untuk sektor primer, sekunder, 
tersier, dan kuarter.
PENUTUP
Hasil penelitian menemukan bahwa: (1) 
proporsi jumlah siswa SMA:SMK pada tahun 
2014 adalah 51%:49%; (2) peningkatan jumlah 
siswa SMK tidak mendukung angka pertumbuhan 
ekonomi; (3) peningkatan jumlah siswa SMK 
menyebabkan tingkat pengangguran lulusan 
SMK makin tinggi; dan (4) idealnya, proporsi 
jumlah siswa SMA dan SMK harus didasarkan 
atas kebutuhan tenaga kerja. Temuan ini memberi 
sinyal bahwa penambahan jumlah siswa SMK 
harus dilakukan berdasarkan data-data kebutuh-
an tenaga kerja lulusan SMK yang digali dari 
dunia kerja. Penguatan keselarasan pendidikan 
kejuruan dan dunia kerja harus dilakukan secara 
berkelanjutan melalui survei, perbaikan sistem 
informasi pasar kerja, dan segera dibentuk suatu 
badan atau majelis atau apa pun namanya, yang 
berfungsi mempererat keselarasan (link & match) 
SMK dan dunia kerja. Instruksi Presiden Nomor 
9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Pendidikan 
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Vokasi belum kuat dan harus dijadikan Peraturan 
Pemerintah atau bahkan Undang-Undang seperti 
di Jerman.
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